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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian serta analisis yang peneliti jelaskan diatas, maka 

penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Salah satu perbuatan produsen yang melanggar hak konsumen yang 

dapat dikenai sanksi pidana adalah pengedaran makanan tidak layak 

konsumsi. Pengedaran makanan tidak layak konsumsi merupakan 

salah satu wujud ketidakseimbangan dalam hal kedudukan antara 

konsumen dan pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku 

usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum. 

Pasal 62 ayat (1) UUPK telah mengatur sedemikian rupa, bahwa 

perbuatan produsen atau pelaku usaha yang memperdagangkan atau 

mengedarkan makanan yang tidak laya dikonsumsi dapat dijatuhi 

hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

2. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana 

pengedaran makanan berbahaya adalah hukuman ta’zir. Sebab, 

hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan untuk penetapan serta 

pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) sesuai dengan 

bidangnya. Peranan ulil amri dalam menghukum pelaku jarimah ta’zir 

sangatlah penting. Dalam menjatuhkan hukuman, ulil amri akan 

mempertimbangkan satu hal yang amat penting, yaitu kemaslahatan. 
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B. Saran  

1. Kementrian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sidoarjo untuk mengambil langkah 

represif bagi pelanggar. 

2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Polrestabes Sidoarjo 

agar segera sadar akan keberadaan ketentuan tersebut. 

3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) agar menjadi 

controller dan fighter terkait dengan berbagai penyimpangan dan 

pelanggaran hak-hak konsumen sebagaimana yang dijamin dan 

dilindungi oleh UUPK, misalnya saja pengedaran makanan berbahaya 

oleh pelaku usaha curang di Sidoarjo. 


